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a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON SELATAN, 

bahwa dalam rangka perluasan cakupan kewajiban Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Buton Selatan sebagai upaya mencegah terjadinya 

tindak pidana korupsi dan menjamin integritas dan 

transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi strategi, maka Peraturan Bupati 

Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton 

Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, perlu 

ditinjau kembali; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan; 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6842);



10. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5563); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020



Menetapkan : 

11, 

12. 

13. 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6718); 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Buton Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Selatan; 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton 
Selatan; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan angka 12.i, angka 12.j, angka 12.k, angka 12.1, 

angka 12.m, dan angka 12.n, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Selatan. 

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.



10. 

11. 

12. 

12.a. 

12.b. 

12.c. 

12.d. 

12.e. 

12.f 

12.g 

12.h. 

12.i. 

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton 

Selatan. 

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan. 

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Buton Selatan yang menjalankan Eksekutif, Legislatif atau 

Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah 

lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintah atau diserahi tugas 

Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan Pemerintahan. 

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. 

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah 

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada 

instansi pemerintah. 

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu. 

Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan Teknis Pengawasan yang 

menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi, 

teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu, menggunakan 
prosedur dan teknik kerja tertentu, serta dilandasi kewenangan 
berdasarkan sertifikasi tertentu. 

Pejabat Fungsional Auditor adalah ASN yang menduduki Jabatan 

Fungsional Auditor. 

Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya 

disebut Pejabat UKPBJ adalah ASN yang melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa. 

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah 

(Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda).



12, 

12.k. 

12.1 

12.m. 

13. 

14. 

15. 

16. 

LY. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Dewan Pengawas BUMD adalah organ perusahaan umum Daerah yang 
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum 

Daerah. 

Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas 

pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta 

mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar. 

Direktur Utama BUMD adalah Direktur Utama pada BUMD yang 

diangkat dari salah satu anggota Direksi. 

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban 

lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh 

Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam 
tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara 
Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama 
penyelenggara memangku jabatannya. 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disebut 

LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya 

tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data 
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas 

harta kekayaan Penyelenggara Negara. 

Pendaftaran LHKPN adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara 

Negara kepada KPK. 

Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara 

kepada publik. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, 
kelengkapan, keberadaan dan kewajaran harta kekayaan yang 

dicantumkan dalam LHKPN. 

e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara 
elektonik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 

Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur 

untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 

Admin instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 

mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya. 

Admin unit kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 

mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya. 

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) 

dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

BAB III 
PENDAFTARAN LHKPN 

Bagian Kesatu 
Penyampaian LHKPN 

Pasal 4 

(1) Setiap Penyelenggara Negara, Pejabat Daerah, Organ BUMD dan 

Penyelenggara Pemerintahan Desa, wajib menyampaikan LHKPN.



(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. Bupati, 

b. Wakil Bupati; 

(3) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pramata; 

b. Pejabat Administrator; 

c. Pejabat Fungsional Auditor Ahli, dan 

d. Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; 

(4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. Dewan Pengawas BUMD; 

b. Direksi BUMD; dan 

c. Direktur Utama BUMD. 

(5) Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah Kepala Desa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 
Selatan. 

Ditetapkan di Batauga 
pada tanggal 29 besEvger 2023 

Diundangkan di Batauga 

pada tanggal 24 DeSemper 2023 

LA ODE MPUTE 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 46


